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* VAudit Akuntan Publik Batu
Sandungan Pertahankan WTP

BPK Tidak
Pernah Menerima
Dokumen Dari
Akuntan Publik

PALU- Kekayaan perusa-
haan daerah Sulteng yang ke-
mudian dialihkan menjadi
perseroan terbatas (PT) tahun
2013, sebesar8,87miliarbelum
diyakini oleh Badan Pemerik-

sa Keuangan. Hal ini menjadi
salahsatupoindaritigaperma-
salahansignifikan dan berpen-
garuh pada kewajaran
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VGubernur Minta Kejelasan dari Akuntan Publik

Audit...
.dari Hal 17

pemerintah provinsi Sulawesi
Tengah, tahun anggaran 2013.
Bahkan ini menjadi batu
sandungan bagi Pemerin-
tah Provinsi Sulawesi Tengah
dalam mempertahankanlapo-
ranhasilpemeriksaan pengelo-
laankeuangandaerah Sulteng,
dari sebelumnya mendapat
predikat Wajar Tanpa Pengec-
ualian (WTP), menjadi Wajar
Dengan Pengecualian (WDP).
Dana Rp8,87 miliar tersebut
menurut Kepala Perwakilan
BPK Sulteng tidak jelas diper-
oleh dari mana.
Dalamjumpapersdigedung
DPR usai rapat paripurna is-
timewa penyerahan (Lapo-
ran Hasil Pemeriksaan) LHP
BPK RI, gubernur menjelas-
kan, bahwa besaran tersebut
merupakanbagiandariasetPT -
Pembangunan Sulteng. Jum-
lat?tersebut merupakan pe-

nyertaan ke perusahaan dae-
rah yang diakumulasi dengan
jumlah aset yang dimiliki, ber-
dasarkan perhitungan Inspe-
ktorat kemudian diserahkan
untuk di-appraisal oleh akun-
tan publik.

“’Angka ini adalah hasil ap-
praisal dari akuntan publik,”
kata Gubernur kepada sejum-
lah wartawan, Senin (26/5)

Namun penjelasan dari pi-
hak BPK hasil appraisal terse-
but sama sekali belum diteri-
ma dan masuk dalam bagian
dari perhitungan. BPK men-
gaku tidak pernah menerima
dokumen hasil perhitungan
akuntan publik yang dimak-
sud gubernur.

Terkait hal tersebut, Sere-
taris Provinsi Sulawesi Ten-
gah Drs Amjad Lawasa yang
turut mendampingi Gubernur
menjelaskan, telahmemerintah-
kanInspektoratuntukmemerik-
sa segara aset penyertaan pada
perusahaan daerah. Selanjut-
nya hasil pemeriksaan telah di-

lakukan penyusunanneracaper
31 Desember 2013.

Sekprov mengakui, atas
pemeriksaaninspektoratterse-
but telah meminta akuntan
publik untuk melakukan pe-
nilaian dan audit segala aset
perusahaan daerah. Hanyasaja
hinggasaatinilaporanhasilau-
dit dari akuntan publik belum
diterima oleh pihak pemerin-
tah provinsi.

“Jadi nilai 8,87 miliar terse-
but merupakan nilai aset PD
Sulteng hasil perhitungan in-
spektorat sementara yang di-
ajukan ke akuntan publik un-
tukdi-appraisalkembali,” jelas
Sekprov.

Karena menjadi salah satu
batu sandungan bagi Pemer-
intah Sulawesi Tengah dalam
perolehan predikat terbaik
dalam penatausahaan keuan-
gandaerah, Gubernurmemin-
ta audit appraisal dari akuntan
publik tersebut segera disele-
saikan. Sekprov Diminta un-
tuk segera meminta kejelasan

penyelesaian hasil audit dari
akuntan publik.

“Ini menjadi pelajaran pak
Sekda, tolong didesak akuntan
publiknya. Karena setahu saya
inisudahberbulan-bulanmer-
ekalakukan,” tegas Gubernur.

Diketahui salah satu perma-
salahan yang mempengaruhi
kewajaran laporan keuangan
daerahPemprovSultengmeny-
ajikan akun penyertaan mod-
al pemerintah daerah sebe-
sar Rp123,94 miliar. Terma-
suk di dalamnya Rp8,87 mil-
iar yang merupakan penyer-
taan pada PT Pembangunan
Sulteng, dan dicatatdenganbi-
aya perolehan.

Kepemilikan daerah atas
perusahaan tersebut adalah
di atas 20 persen, namun pe-
nilaiannya tidak mengiku-
ti equity method sebagaima-
na disyaratkan dalam standar
akuntasi pemerintahan, kare-
na keterbatasan data yang val-
id dan memadai dari pemerin-
tah tersebut.(awl)




